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[bookmark: _Toc239848473]A. 	Gambaran Umum Tindak Pidana
1. [bookmark: _Toc239848474]Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan terhadap pelakunya diancam dengan pidana. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan tidak cukup hanya dianggap salah secara moral atau sosial, tetapi harus lebih dahulu dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tindak pidana selalu berkaitan dengan asas legalitas yang menjadi dasar kepastian hukum.[footnoteRef:1] [1:  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.] 

Secara doktrinal, tindak pidana sering dipahami sebagai perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan. Pengertian ini menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya melihat adanya perbuatan lahiriah, tetapi juga hubungan antara perbuatan, aturan hukum, dan keadaan batin pelaku. Dengan demikian, tindak pidana merupakan konsep yang menyatukan unsur perbuatan dan pertanggungjawaban.[footnoteRef:2] [2:  Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 89.] 

Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana berfungsi sebagai batas bagi negara dalam menjatuhkan pidana. Negara tidak dapat menghukum seseorang apabila perbuatannya tidak lebih dahulu diatur sebagai tindak pidana. Hal ini penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum dan memberikan jaminan bahwa setiap orang hanya dapat dipidana berdasarkan hukum yang berlaku.[footnoteRef:3] [3:  Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 48.] 

Tindak pidana juga merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat. Kepentingan hukum tersebut dapat berupa nyawa, tubuh, kehormatan, kemerdekaan, ketertiban umum, maupun harta benda. Dalam konteks pencurian, kepentingan hukum yang dilindungi adalah hak milik dan penguasaan seseorang atas benda atau barang tertentu.[footnoteRef:4] [4:  Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, (Malang: Bayumedia, 2013), hlm. 19.] 

Dalam perkara pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong, tindak pidana tidak hanya dilihat dari perbuatan mengambil , tetapi juga dari cara pelaku masuk ke dalam rumah dan menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya gangguan terhadap hak milik korban sekaligus gangguan terhadap rasa aman atas tempat tinggal.[footnoteRef:5] [5:  P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 38.] 

Dengan demikian, tindak pidana dalam penelitian ini dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan mengambil  milik orang lain melalui cara membongkar rumah kosong. Konsep tindak pidana menjadi dasar untuk menilai apakah perbuatan pelaku memenuhi rumusan hukum pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ketentuan yang berlaku.
2. [bookmark: _Toc239848475]Unsur-Unsur Tindak Pidana
Unsur-unsur tindak pidana merupakan bagian-bagian yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut, suatu perbuatan tidak dapat diproses sebagai tindak pidana meskipun perbuatan itu dianggap merugikan secara sosial. Oleh karena itu, unsur tindak pidana menjadi dasar dalam proses pembuktian perkara pidana.[footnoteRef:6] [6:  Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 102.] 

Unsur pertama tindak pidana adalah adanya perbuatan manusia. Hukum pidana hanya dapat menilai tindakan yang dilakukan oleh manusia, baik berupa tindakan aktif maupun pasif, sepanjang tindakan tersebut mempunyai arti hukum. Dalam pencurian, perbuatan aktif terlihat dari tindakan pelaku mengambil barang milik orang lain.[footnoteRef:7] [7:  Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 55.] 

Unsur kedua adalah sifat melawan hukum. Suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana apabila bertentangan dengan hukum atau dilakukan tanpa hak. Dalam perkara pencurian , sifat melawan hukum tampak dari tindakan pelaku mengambil dan menguasai  milik orang lain tanpa izin pemiliknya.[footnoteRef:8] [8:  Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 45.] 

Unsur ketiga adalah kesalahan. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan atau kelalaian, tergantung pada rumusan tindak pidananya. Dalam pencurian, unsur kesengajaan sangat menonjol karena pelaku biasanya mengetahui bahwa barang yang diambil bukan miliknya, tetapi tetap mengambilnya dengan maksud untuk memiliki atau memperoleh keuntungan.[footnoteRef:9] [9:  M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 88.] 

Unsur keempat adalah adanya ancaman pidana. Sebuah perbuatan hanya dapat disebut tindak pidana jika hukum memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut. Dalam konteks hukum pidana nasional yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, tindak pidana pencurian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. [footnoteRef:10] [10:  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana dalam penelitian ini meliputi adanya perbuatan mengambil , adanya sifat melawan hukum, adanya kesengajaan pelaku, dan adanya ancaman pidana terhadap pencurian. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pelaku pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
3. [bookmark: _Toc239848476]Jenis-Jenis Tindak Pidana
Tindak pidana dalam hukum pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan ukuran tertentu. Pembagian ini penting karena setiap tindak pidana memiliki karakter, tingkat keseriusan, dan akibat hukum yang berbeda. Dengan memahami jenis-jenis tindak pidana, penegak hukum dapat menentukan konstruksi hukum yang tepat terhadap suatu peristiwa pidana.[footnoteRef:11] [11:  Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 61.] 

Salah satu pembagian tindak pidana adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan biasanya dipandang sebagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang penting, seperti nyawa, tubuh, kehormatan, atau harta benda. Pencurian termasuk ke dalam kelompok kejahatan karena menyerang kepentingan hukum berupa hak milik seseorang.[footnoteRef:12] [12:  Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, (Malang: Bayumedia, 2013), hlm. 22.] 

Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, sedangkan tindak pidana materil menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan. Dalam pencurian, fokus utamanya adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.[footnoteRef:13] [13:  Moeljatno, Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan, dan Delik-Delik Gabungan, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 14.] 

Selain itu, tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan bentuk kesalahan, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Pencurian pada dasarnya merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, karena pelaku sadar bahwa barang yang diambil bukan miliknya dan tetap melakukan pengambilan tersebut.[footnoteRef:14] [14:  Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 118.] 

Dalam konteks pencurian dengan cara membongkar rumah kosong, jenis tindak pidananya dapat dipandang sebagai pencurian dengan pemberatan. Hal ini karena cara pelaku masuk ke dalam rumah dilakukan dengan membongkar atau merusak akses masuk, sehingga perbuatannya memiliki bobot kesalahan yang lebih serius daripada pencurian biasa.[footnoteRef:15] [15:  P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 47.] 

Dengan demikian, tindak pidana yang relevan dalam penelitian ini adalah tindak pidana terhadap harta benda, tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Klasifikasi ini penting untuk memahami posisi hukum perbuatan pelaku dan dasar pertanggungjawaban pidananya.
4. [bookmark: _Toc239848477]Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana
Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum untuk membebankan akibat suatu tindak pidana kepada pelaku. Setelah suatu perbuatan terbukti memenuhi unsur tindak pidana, hukum pidana masih harus menilai apakah pelaku dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.[footnoteRef:16] [16:  Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 27.] 

Dalam ajaran hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bertumpu pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena suatu akibat telah terjadi, melainkan harus ada kesalahan pada dirinya. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan atau kelalaian sesuai dengan sifat tindak pidana yang dilakukan.[footnoteRef:17] [17:  Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 92.] 

Pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab. Pelaku harus berada dalam keadaan yang memungkinkan dirinya memahami makna perbuatannya dan mampu mengendalikan kehendaknya. Apabila pelaku tidak mampu bertanggung jawab menurut hukum, maka pidana tidak dapat dijatuhkan secara biasa.[footnoteRef:18] [18:  Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 147.] 

Dalam tindak pidana pencurian, pertanggungjawaban pidana biasanya dibangun berdasarkan adanya kesengajaan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Kesengajaan dapat terlihat dari tindakan pelaku sebelum, saat, dan setelah perbuatan dilakukan.[footnoteRef:19] [19:  Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 79.] 

Dalam perkara pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong, pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari rangkaian perbuatan pelaku yang memeriksa rumah, membawa linggis, membongkar pintu, mengambil , menyembunyikan barang, dan menjual hasil curian. Rangkaian ini menunjukkan bahwa perbuatan tidak terjadi secara spontan tanpa kesadaran, melainkan dilakukan dengan kehendak dan tujuan tertentu.[footnoteRef:20] [20:  Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Muhammad Riduwan alias Iwan, Polsek Indrapura, 10 Januari 2026.] 

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini diarahkan untuk menilai apakah pelaku memenuhi unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dalam melakukan pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong. Penilaian tersebut penting agar pidana yang dibebankan kepada pelaku mempunyai dasar hukum yang jelas.
[bookmark: _Toc239848478]B. 	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian
1. [bookmark: _Toc239848479]Pengertian Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana adalah dasar untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Konsep ini tidak hanya melihat adanya perbuatan pidana, tetapi juga melihat keadaan pelaku, kesalahan pelaku, dan kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.[footnoteRef:21] [21:  Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 39.] 

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana menjadi jembatan antara tindak pidana dan pidana. Artinya, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan tindak pidana, belum tentu pelaku dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan atau apabila pelaku tidak mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menjadi konsep yang sangat penting dalam menjamin keadilan.[footnoteRef:22] [22:  Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 151.] 

Pertanggungjawaban pidana juga menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menghukum akibat, tetapi menghukum orang yang bersalah atas perbuatannya. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara pidana harus mampu menunjukkan hubungan antara perbuatan pelaku, kesalahan pelaku, dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut.[footnoteRef:23] [23:  Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 83.] 

Dalam perkara pencurian, pertanggungjawaban pidana muncul apabila pelaku terbukti mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Unsur kesengajaan dalam pencurian menjadi dasar utama untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku.[footnoteRef:24] [24:  Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 94.] 

Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian juga dapat menjadi lebih berat apabila pencurian dilakukan dengan cara tertentu, misalnya dengan membongkar rumah, menggunakan alat, atau dilakukan pada keadaan yang memberatkan. Cara melakukan perbuatan menjadi salah satu faktor penting dalam menilai tingkat kesalahan pelaku.[footnoteRef:25] [25:  Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, (Malang: Bayumedia, 2013), hlm. 31.] 

Dengan demikian, pengertian pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan hukum untuk membebankan akibat pidana kepada pelaku pencurian  yang dilakukan dengan cara membongkar rumah kosong. Penilaian ini dilakukan dengan melihat perbuatan, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab pelaku.
2. [bookmark: _Toc239848480]Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana
Dasar hukum pertanggungjawaban pidana dapat ditelusuri dari prinsip umum hukum pidana bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan tindak pidana dan dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Dalam KUHP Nasional, pengaturan mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menjadi bagian penting dari pembaruan hukum pidana Indonesia yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. [footnoteRef:26] [26:  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi dasar hukum utama dalam penelitian ini karena perkara yang dikaji mengacu pada rumusan Pasal 477 ayat (1) huruf f. Ketentuan tersebut digunakan dalam surat ketetapan tersangka sebagai dasar dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu.[footnoteRef:27] [27:  Pasal 477 ayat (1) huruf f, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Selain KUHP, dasar hukum pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan hukum acara pidana. Dalam proses penyidikan, pertanggungjawaban pidana harus dibangun melalui alat bukti yang sah, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, barang bukti, dan gelar perkara. Semua proses ini menjadi bagian dari mekanisme hukum untuk memastikan seseorang layak ditetapkan sebagai tersangka.[footnoteRef:28] [28:  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Dalam surat ketetapan tersangka yang dilampirkan, dasar hukum penetapan tersangka juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibangun dari hukum pidana materiil, tetapi juga melalui prosedur hukum acara dan kewenangan kepolisian.[footnoteRef:29] [29:  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.] 

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana juga terlihat dari adanya laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, barang bukti, dan hasil gelar perkara. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar administratif dan yuridis bagi penyidik untuk menilai adanya dugaan tindak pidana dan keterlibatan seseorang sebagai pelaku.[footnoteRef:30] [30:  Surat Ketetapan Tersangka Muhammad Riduwan alias Iwan, Polsek Indrapura, 10 Januari 2026.] 

Dengan demikian, dasar hukum pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, serta dokumen penyidikan yang menjadi dasar penetapan tersangka. Seluruh dasar hukum tersebut digunakan untuk menilai apakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah dibangun secara tepat.
3. [bookmark: _Toc239848481]Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana
Kesalahan merupakan unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya. Kesalahan ini menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya.[footnoteRef:31] [31:  Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 63.] 

Dalam hukum pidana, kesalahan dapat berbentuk kesengajaan atau kelalaian. Pada tindak pidana pencurian, bentuk kesalahan yang paling relevan adalah kesengajaan karena pelaku sadar bahwa barang yang diambil bukan miliknya, tetapi tetap mengambil barang tersebut untuk dimiliki atau dimanfaatkan.[footnoteRef:32] [32:  Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 158.] 

Unsur kesalahan dalam pencurian dapat terlihat dari maksud pelaku. Apabila pelaku mengambil barang dengan tujuan memiliki, menjual, atau memperoleh keuntungan, maka hal tersebut menunjukkan adanya kehendak yang sadar untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum.[footnoteRef:33] [33:  Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 91.] 

Dalam perkara pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong, kesalahan pelaku dapat dilihat dari tindakannya mengecek keadaan rumah, membawa linggis, membongkar pintu belakang, mengambil , menyembunyikan barang, dan menjualnya. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak untuk melakukan pencurian.[footnoteRef:34] [34:  Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Muhammad Riduwan alias Iwan, Polsek Indrapura, 10 Januari 2026.] 

Kesalahan pelaku juga tampak dari tindakan setelah perbuatan dilakukan. Pelaku tidak mengembalikan barang kepada pemiliknya, tetapi menyembunyikan , menjualnya, dan menggunakan hasil penjualan untuk kepentingan pribadi. Tindakan setelah pencurian ini memperkuat adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum.[footnoteRef:35] [35:  Ibid] 

Dengan demikian, unsur kesalahan dalam penelitian ini menjadi dasar utama untuk menilai pertanggungjawaban pidana pelaku. Kesalahan tersebut terlihat dari kesengajaan pelaku melakukan pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong dan memanfaatkan hasil kejahatan untuk kepentingan pribadi.[footnoteRef:36] [36:  Ibid] 

4. [bookmark: _Toc239848482]Kemampuan Bertanggung Jawab Pelaku
Kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat penting dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia mampu memahami makna perbuatannya dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum.[footnoteRef:37] [37:  Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 162.] 

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan keadaan jiwa dan kedewasaan pelaku. Apabila pelaku berada dalam keadaan yang membuatnya tidak mampu memahami perbuatannya, maka pertanggungjawaban pidananya dapat dipersoalkan. Sebaliknya, apabila pelaku sadar dan memahami tindakannya, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban.[footnoteRef:38] [38:  Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 89.] 

Dalam perkara pencurian , kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari keadaan pelaku saat diperiksa. Berdasarkan BAP, tersangka menyatakan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Keterangan ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang secara umum mampu memberikan keterangan.[footnoteRef:39] [39:  Ibid] 

Kemampuan bertanggung jawab juga dapat dilihat dari rangkaian tindakan pelaku yang sistematis. Pelaku memeriksa keadaan rumah, menyiapkan atau membawa linggis, membongkar pintu, mengambil , menyembunyikan barang, dan menjualnya. Rangkaian tersebut menunjukkan adanya kemampuan berpikir dan mengambil keputusan secara sadar.[footnoteRef:40] [40:  Ibid] 

Selain itu, tersangka juga mengakui dan menyesali perbuatannya. Pengakuan ini menunjukkan bahwa pelaku memahami bahwa perbuatannya adalah salah dan menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, pemahaman terhadap kesalahan perbuatan menjadi salah satu petunjuk kemampuan bertanggung jawab.[footnoteRef:41] [41:  Ibid] 

Dengan demikian, kemampuan bertanggung jawab pelaku dalam penelitian ini dapat dilihat dari kondisi pelaku saat diperiksa, kemampuan menjelaskan kronologi, tindakan yang dilakukan secara sadar, serta pengakuan atas perbuatan. Hal ini menjadi dasar bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong.
[bookmark: _Toc239848483]C. 	Tindak Pidana Pencurian
[bookmark: _Toc239848484]1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian
Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Pengertian ini menunjukkan bahwa pencurian berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak milik seseorang atas barang tertentu.[footnoteRef:42] [42:  Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, (Malang: Bayumedia, 2013), hlm. 27.] 

Pencurian tidak hanya merugikan korban secara ekonomi, tetapi juga merusak rasa aman masyarakat. Ketika seseorang mengambil barang milik orang lain tanpa hak, maka perbuatan tersebut mengganggu ketertiban sosial dan menimbulkan ketidakpastian dalam perlindungan harta benda.[footnoteRef:43] [43:  P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 39.] 

Dalam pencurian, unsur mengambil menjadi unsur utama. Mengambil berarti memindahkan barang dari penguasaan pemilik atau penguasa sah ke dalam penguasaan pelaku. Perbuatan mengambil ini harus dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan kehendak pemilik barang.[footnoteRef:44] [44:  R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 376.] 

Selain unsur mengambil, pencurian juga mengandung maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Maksud ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya memindahkan barang, tetapi ingin menguasai barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri atau memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.[footnoteRef:45] [45:  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 71.] 

Dalam perkara pencurian , objek yang diambil adalah satu unit  merek ASUS.  termasuk benda bergerak yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek tindak pidana pencurian. Ketika barang tersebut diambil dari rumah korban tanpa izin, maka perbuatan tersebut dapat masuk dalam kategori pencurian.[footnoteRef:46] [46:  Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Muhammad Riduwan alias Iwan, Polsek Indrapura, 10 Januari 2026.] 

Dengan demikian, tindak pidana pencurian dalam penelitian ini dipahami sebagai perbuatan mengambil  milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk menguasai atau memperoleh keuntungan. Pengertian ini menjadi dasar untuk menilai perbuatan pelaku dalam perkara di Polsek Indrapura.
[bookmark: _Toc239848485]2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian
Dasar hukum tindak pidana pencurian dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang ini merupakan KUHP Nasional yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.[footnoteRef:47] [47:  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Dalam surat ketetapan tersangka yang dilampirkan, penyidik menerapkan Pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini menjadi dasar dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan keadaan tertentu yang memberatkan.[footnoteRef:48] [48:  Pasal 477 ayat (1) huruf f, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Selain KUHP Nasional, dasar hukum tindak pidana pencurian juga berkaitan dengan KUHAP sebagai dasar prosedural. KUHAP mengatur bagaimana penyidik melakukan pemeriksaan, mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, memeriksa tersangka, dan menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam perkara pidana.[footnoteRef:49] [49:  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.] 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjadi dasar karena Polri memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Dalam perkara pencurian, kewenangan Polsek Indrapura sebagai bagian dari kepolisian menjadi dasar untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku.[footnoteRef:50] [50:  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.] 

Dasar hukum lainnya terlihat dari dokumen penyidikan, seperti laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, barang bukti, dan hasil gelar perkara. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menilai bahwa telah terdapat bukti yang cukup terhadap dugaan tindak pidana pencurian.[footnoteRef:51] [51:  Surat Ketetapan Tersangka Muhammad Riduwan alias Iwan, Polsek Indrapura, 10 Januari 2026.] 

Dengan demikian, dasar hukum tindak pidana pencurian dalam penelitian ini meliputi KUHP Nasional, KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, serta dokumen resmi penyidikan yang berkaitan dengan perkara pencurian  di Polsek Indrapura. Keseluruhan dasar hukum ini menjadi landasan dalam menganalisis keabsahan penanganan perkara dan pertanggungjawaban pidana pelaku.
[bookmark: _Toc239848486]3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian
Unsur pertama tindak pidana pencurian adalah adanya perbuatan mengambil. Perbuatan mengambil berarti pelaku memindahkan barang dari tempat atau penguasaan pemiliknya ke dalam penguasaan pelaku. Dalam perkara pencurian , unsur ini terlihat dari tindakan pelaku mengambil  dari dalam rumah korban.[footnoteRef:52] [52:  Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, (Malang: Bayumedia, 2013), hlm. 34.] 

Unsur kedua adalah barang yang diambil. Barang dalam tindak pidana pencurian harus merupakan benda yang memiliki nilai dan dapat berada dalam penguasaan seseorang.  merupakan benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, sehingga dapat menjadi objek tindak pidana pencurian.[footnoteRef:53] [53:  P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 43.] 

Unsur ketiga adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dalam perkara ini, pelaku mengakui bahwa  yang diambil bukan miliknya dan ia tidak mengenal pemilik barang tersebut. Keterangan ini menunjukkan bahwa objek pencurian berada di luar hak penguasaan pelaku.[footnoteRef:54] [54:  Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Muhammad Riduwan alias Iwan, Polsek Indrapura, 10 Januari 2026.] 

Unsur keempat adalah adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Maksud ini dapat terlihat dari tindakan pelaku yang menyembunyikan , membawa barang tersebut, dan menjualnya kepada pihak lain. Perbuatan menjual barang curian menunjukkan adanya kehendak untuk memperoleh keuntungan dari barang milik orang lain.[footnoteRef:55] [55:  Ibid] 

Unsur kelima adalah sifat melawan hukum. Tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sifat melawan hukum makin terlihat ketika pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara membongkar pintu menggunakan linggis.[footnoteRef:56] [56:  R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 378.] 

Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam penelitian ini meliputi perbuatan mengambil, objek berupa , barang milik orang lain, maksud memiliki secara melawan hukum, serta tindakan membongkar rumah sebagai keadaan yang memperberat perbuatan. Unsur-unsur ini menjadi dasar analisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku.
[bookmark: _Toc239848487]4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian
Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis. Pembagian ini dilakukan berdasarkan cara melakukan perbuatan, waktu terjadinya, keadaan yang menyertai, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Jenis-jenis pencurian ini penting untuk menentukan tingkat keseriusan perbuatan dan ancaman pidana yang dapat dikenakan.[footnoteRef:57] [57:  Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, (Malang: Bayumedia, 2013), hlm. 47.] 

Pencurian biasa adalah pencurian yang dilakukan tanpa keadaan pemberatan tertentu. Dalam pencurian biasa, pelaku mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, tetapi tidak disertai cara atau keadaan yang membuat perbuatan itu menjadi lebih berat.[footnoteRef:58] [58:  R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 380.] 

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang dipandang lebih berbahaya atau lebih merugikan. Keadaan tersebut dapat berupa pencurian di rumah, pencurian dengan cara membongkar, pencurian pada waktu tertentu, atau pencurian yang dilakukan dengan alat tertentu.[footnoteRef:59] [59:  P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 52.] 

Pencurian ringan merupakan pencurian yang dilihat dari nilai barang atau keadaan perbuatannya memiliki bobot yang lebih rendah. Namun, dalam perkara pencurian  dengan cara membongkar rumah kosong, perbuatan tersebut tidak tepat dikualifikasikan sebagai pencurian ringan karena terdapat unsur cara masuk yang bersifat memberatkan.[footnoteRef:60] [60:  Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 109.] 

Pencurian juga dapat berkaitan dengan penyertaan apabila dilakukan bersama orang lain. Dalam perkara ini, tersangka menerangkan bahwa Bayu tidak ikut serta dalam membongkar dan mengambil , tetapi Bayu berperan setelah barang diambil dalam proses penjualan. Hal ini dapat menjadi bahan analisis tersendiri mengenai ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain.
Dengan demikian, jenis pencurian yang paling relevan dalam penelitian ini adalah pencurian dengan pemberatan karena dilakukan dengan cara membongkar rumah kosong menggunakan linggis. Jenis pencurian ini penting dibahas karena berkaitan langsung dengan rumusan hukum yang digunakan dalam penetapan tersangka.
[bookmark: _Toc239848488]D. 	Gambaran Umum Pencurian pada Rumah Kosong
[bookmark: _Toc239848489]1. Pengertian Rumah Kosong dalam Perspektif Hukum
Rumah kosong dapat dipahami sebagai tempat tinggal atau bangunan yang sedang tidak dihuni atau tidak diawasi oleh pemilik maupun penghuninya pada waktu tertentu. Dalam konteks hukum pidana, rumah kosong tetap merupakan objek perlindungan hukum karena di dalamnya melekat hak milik, hak atas rasa aman, serta hak privasi pemilik atau penghuni rumah.[footnoteRef:61] [61:  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 59.] 

Meskipun dalam keadaan kosong, rumah tetap memiliki kedudukan sebagai ruang privat yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin. Setiap tindakan memasuki rumah orang lain secara melawan hukum, terlebih dengan maksud mengambil barang, dapat menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kepentingan hukum pemilik rumah.[footnoteRef:62] [62:  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 249.] 

Rumah kosong sering menjadi sasaran pencurian karena pelaku menilai bahwa tidak adanya penghuni akan mempermudah perbuatan pidana. Keadaan rumah yang tidak dijaga dapat menimbulkan kesempatan bagi pelaku untuk masuk, membongkar, atau mengambil barang tanpa diketahui secara langsung oleh korban.[footnoteRef:63] [63:  Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 11.] 

Dalam perkara pencurian, rumah kosong tidak menghilangkan unsur pidana dari perbuatan pelaku. Sebaliknya, apabila pelaku masuk dengan cara merusak, membongkar, memanjat, atau menggunakan alat tertentu, maka perbuatan tersebut dapat berkaitan dengan pencurian dalam keadaan memberatkan.[footnoteRef:64] [64:  Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] 

Dengan demikian, rumah kosong dalam perspektif hukum pidana tidak hanya dipandang sebagai bangunan yang tidak berpenghuni, tetapi juga sebagai objek hukum yang tetap dilindungi. Perlindungan tersebut diberikan karena pencurian terhadap rumah kosong dapat merugikan korban secara materiil dan mengganggu rasa aman masyarakat.[footnoteRef:65] [65:  P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 183.] 

[bookmark: _Toc239848490]2. Modus Operandi Pencurian pada Rumah Kosong
Modus operandi dalam pencurian pada rumah kosong merupakan cara atau pola yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Modus tersebut biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu mengamati keadaan rumah, memastikan tidak ada penghuni, lalu mencari akses masuk yang dianggap paling mudah.[footnoteRef:66] [66:  Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas (Bandung: Remaja Karya, 1987), hlm. 44.] 

Salah satu modus yang sering terjadi adalah pelaku berpura-pura lewat atau mengamati lingkungan sekitar sebelum melakukan pencurian. Setelah memastikan rumah dalam keadaan sepi, pelaku kemudian masuk melalui pintu belakang, jendela, atau bagian rumah lain yang tidak terlihat oleh masyarakat sekitar.[footnoteRef:67] [67:  Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 57.] 

Dalam beberapa perkara, pelaku menggunakan alat tertentu seperti linggis, obeng, atau benda keras lainnya untuk membongkar pintu atau jendela rumah. Penggunaan alat tersebut menunjukkan adanya persiapan dan kesengajaan, karena pelaku tidak hanya mengambil barang, tetapi juga melakukan tindakan aktif untuk membuka akses secara tidak sah.[footnoteRef:68] [68:  R. Soesilo, Op. Cit., hlm. 251.] 

Setelah berhasil masuk, pelaku biasanya mengambil barang yang mudah dibawa dan memiliki nilai jual, seperti , handphone, uang, perhiasan, atau barang elektronik lainnya. Barang-barang tersebut dipilih karena mudah disembunyikan, mudah dijual, dan dapat segera menghasilkan uang bagi pelaku.[footnoteRef:69] [69:  Moeljatno, Op. Cit., hlm. 62.] 

Modus pencurian pada rumah kosong menunjukkan bahwa perbuatan pelaku tidak terjadi secara spontan semata, tetapi sering kali dilakukan melalui pengamatan, pemilihan sasaran, penggunaan alat, dan tindakan untuk menghilangkan jejak. Oleh karena itu, modus operandi penting dianalisis untuk membuktikan unsur kesengajaan dan unsur pemberatan dalam tindak pidana pencurian.[footnoteRef:70] [70:  P.A.F. Lamintang, Op. Cit., hlm. 193.] 

[bookmark: _Toc239848491]3. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian pada Rumah Kosong
Pencurian pada rumah kosong dapat disebabkan oleh adanya kesempatan yang terbuka bagi pelaku. Rumah yang ditinggalkan tanpa pengawasan, pintu atau jendela yang kurang aman, serta lingkungan yang sepi dapat menjadi faktor yang mendorong pelaku melakukan pencurian.[footnoteRef:71] [71:  Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Op. Cit., hlm. 12.] 

Selain faktor kesempatan, faktor ekonomi juga sering menjadi penyebab terjadinya pencurian. Pelaku yang mengalami kesulitan ekonomi dapat terdorong untuk mengambil barang milik orang lain dengan tujuan memperoleh uang secara cepat, meskipun perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.[footnoteRef:72] [72:  Bonger, Pengantar tentang Kriminologi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 98.] 

Faktor lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap terjadinya pencurian pada rumah kosong. Lingkungan yang kurang memiliki pengawasan sosial, minim kepedulian antarwarga, atau tidak memiliki sistem keamanan lingkungan dapat mempermudah pelaku melakukan kejahatan tanpa diketahui.[footnoteRef:73] [73:  Yesmil Anwar dan Adang, Op. Cit., hlm. 71.] 

Faktor kebiasaan buruk dan gaya hidup menyimpang juga dapat menjadi penyebab terjadinya pencurian. Dalam beberapa kasus, hasil pencurian digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak sah, seperti berjudi, membeli narkotika, atau kebutuhan konsumtif lainnya.[footnoteRef:74] [74:  Kartini Kartono, Patologi Sosial (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 145.] 

Dengan demikian, pencurian pada rumah kosong tidak hanya disebabkan oleh niat pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kesempatan, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan perilaku menyimpang. Oleh sebab itu, pencegahan pencurian pada rumah kosong memerlukan pengamanan rumah yang baik, kepedulian masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas.[footnoteRef:75] [75:  Abdulsyani, Op. Cit., hlm. 49.] 
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